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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Ular, Jakarta Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan edukasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat mendorong kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperkuat bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam merancang program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih efektif. 
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Abstract 
This study aims to examine the effect of tax socialization, tax knowledge, and taxpayer awareness on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Pasar Ular, North Jakarta. A quantitative approach was employed using primary data collected from 100 MSME taxpayers selected through purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression with SPSS version 25. The results indicate that tax socialization, tax knowledge, and taxpayer awareness have positive and significant effects, both individually and simultaneously, on MSME taxpayer compliance. These findings suggest that improving tax education and taxpayer awareness can enhance voluntary tax compliance among MSMEs. This study contributes empirical evidence on the determinants of MSME taxpayer compliance and provides practical recommendations for the government in designing more effective tax education and socialization programs. 
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PENDAHULUAN
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Dengan kontribusi yang signifikan ini, UMKM berperan penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, peran besar tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat kepatuhan pajak yang memadai. Rendahnya kepatuhan pajak UMKM menimbulkan tantangan serius terhadap penerimaan negara. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan, sehingga rendahnya kepatuhan dapat menghambat pemerintah dalam menyediakan layanan publik secara optimal. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain adalah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan mencakup pemahaman tentang aturan, prosedur, hingga kewajiban dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Sementara kesadaran wajib pajak berkaitan dengan sikap, motivasi, dan persepsi mengenai pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional. 
Pada 1959, Pasar Ular mulanya tempat berdagang secara kaki lima di Kawasan III Pelabuhan Tanjung Priok. Ada yang menduga, nama Pasar Ular berasal dari kondisi tempatnya yang meliuk-liuk terutama di bagian lorong seperti bentuk ular. Dalam perkembangannya, pada 1973 sekitar 85 kios di Pasar Ular dan Pasar Buaya digusur. Laporan majalah Tempo, 4 Agustus 1973, menyebut Pasar Buaya berlokasi di pinggir Jalan Sulawesi, berseberangan dengan Pasar Ular. Konon, munculnya pasar ini karena ulah camat setempat yang kemudian menjadi staf walikota. Sejak 1969, Pasar Buaya terpaksa diresmikan di bawah pengawasan PD Pasar Jaya. 
Awal mulanya Paul (sebutan untuk Pasar Ular) adalah pasar kaget, barang black market dijual dengan harga lebih murah, barang seperti sepatu bermerek yang dulu di mall nggak ada. Seiring berjalannya waktu, karena telah banyak orang tahu, tak ada lagi barang selundupan yang dijual. Hanya saja, barang ditawarkan dengan harga miring karena langsung turun dari kapal Pelabuhan Tanjung Priok, Akan tetapi rendahnya kepatuhan pajak dipasar ular menjadi konsen utama dalam perpajakan selain itu minimnya Sosialisai Perpajakan yang diteima para pelaku UMKM di Pasar Ular, serta kurangnya Pengetahuan Perpajakan dan Kesadara Wajib Pajak dari Para Pelaku UMKM di Pasar Ular menimbulkan tantangan serius terhadap penerimaan pajak negara. 
Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara. Sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menyumbang lebih dari 60% PDB. UMKM masih kurang patuh dalam membayar pajak (Putri et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh literasi pajak yang rendah, penggunaan teknologi yang tidak memadai, dan ketidaktahuan wajib pajak akan kewajiban perpajakan (AAGA Pratama, 2024). Dengan adanya alat, sistem, dan aplikasi digital memungkinkan orang menghitung, membayar, dan menyerahkan pajak dengan cepat. Teknologi, khususnya sistem perpajakan digital seperti e-filling dan e-billing, juga telah terbukti dapat meningkatkan administrasi perpajakan (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Wajib pajak yang mengetahui, memahami, dan bersedia mematuhi peraturan perpajakan secara sukarela adalah wajib pajak yang sadar. Kesadaran ini menunjukkan kepedulian terhadap pajak sebagai sumber pertumbuhan nasional dan kewajiban hukum bagi semua warga negara. Wajib pajak yang sadar lebih cenderung membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. 
Adanya sebuah aplikasi terbaru yaitu Core Tax Administration System (Coretax), yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025, merupakan inisiatif modernisasi sistem perpajakan lainnya dari pemerintah Indonesia. Coretax dari Direktorat Jenderal Pajak bersifat ramah pengguna. Pengembangan PSIAP dan 
Coretax diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menciptakan Coretax, sebuah sistem administrasi perpajakan inti berbasis teknologi informasi, untuk merampingkan dan meningkatkan layanan dan pengawasan pajak. Coretax mendigitalkan pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak, menggantikan sistem yang lama. Coretax menyederhanakan akses data, pemberitahuan kewajiban, dan transparansi administrasi pajak. Coretax meningkatkan keterbukaan, efisiensi, dan integrasi data pajak. Coretax merupakan aplikasi yang masih minim digunakan terutama pada UMKM. Peraturan perpajakan membutuhkan langkah-langkah administratif untuk memenuhi kewajiban wajib pajak. Kepatuhan berarti wajib pajak secara sukarela membayar semua pajak sesuai ketentuan. Kepatuhan meliputi pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, perhitungan pajak yang tepat, dan pembayaran pajak yang tepat waktu. Kepatuhan lebih dari sekedar pelaporan dan pembayaran teknis; kepatuhan menunjukkan pandangan positif terhadap sistem perpajakan. Untuk mengatasi kekosongan pengetahuan dalam literatur, untuk menganalisis dampak kesadaran wajib pajak. 
Peraturan pajak UMKM mengacu pada beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Berdasarkan aturan ini, UMKM dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari peredaran bruto bulanan. UMKM yang memiliki omzet di bawah batas PTKP tidak dikenakan pajak. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Peraturan pajak UMKM memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil agar lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajak. Tarif pajak final 0,5% membantu UMKM dalam menyesuaikan beban pajak sesuai omzetnya. Pemahaman mengenai pajak bulanan dan tahunan sangat penting agar UMKM dapat menghindari sanksi administrasi. Pemerintah resmi memperpanjang fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% bagi UMKM hingga tahun 2029, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Perekonomian didukung langsung oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Kebijakan ini merupakan strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Sebelumnya, PP No. 55 Tahun 2022 mengatur tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp. 4,8 miliar selama masa tertentu (7 tahun untuk individu, 4 tahun untuk CV, 3 tahun untuk PT). Kini, tarif ini diperpanjang hingga 2029 untuk memberi kepastian fiskal bagi pelaku usaha. 
Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan positif antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan. Saad (2020) menegaskan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan, semakin besar pula peluang peningkatan kepatuhan (Abdullah, 2022). Di sisi lain, Rahayu (2021) mengungkapkan bahwa pelaku UMKM sering kali kesulitan memahami regulasi perpajakan yang kompleks, terutama di Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional (Abdullah, 2022). Kondisi ini diperburuk oleh perubahan regulasi yang cukup sering terjadi sehingga menimbulkan kebingungan. Selain itu, menurut Sari & Nugroho (2020) aspek psikologis seperti anggapan bahwa prosedur administrasi pajak rumit, serta persepsi negatif terhadap pengelolaan dana pajak, turut memperburuk tingkat kepatuhan (Burdah et al., 2025). 
Melihat fenomena tersebut, penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran 
wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM menjadi sangat penting, khususnya di Jakarta. Pemerintah saat ini tengah berupaya memperluas basis pajak serta memperkuat sistem perpajakan sebagai strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, tetapi juga memberikan kontribusi akademis dengan memperkaya literatur mengenai perpajakan dan pengembangan UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan perpajakan dan pemberdayaan UMKM. 
Dalam beberapa tahun terakhir, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin menegaskan perannya sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekaligus menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Namun, kontribusi besar tersebut tidak diikuti dengan tingkat kepatuhan pajak yang memadai. Rendahnya kepatuhan pajak berpotensi menekan penerimaan negara dan pada akhirnya membatasi kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang optimal. 
Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor kunci yang mempengaruhi kepatuhan. Pengetahuan mencakup pemahaman mengenai aturan, prosedur pelaporan, hingga kewajiban pembayaran pajak. Sementara itu, kesadaran wajib pajak terkait dengan sikap dan persepsi mengenai pentingnya pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan. Saad (2019) dalam penelitiannya menegaskan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan, semakin besar pula peluang peningkatan kepatuhan (Abdullah, 2022). 
Kondisi di Jakarta menunjukkan tantangan yang lebih kompleks, Sebagai pusat bisnis dan ekonomi nasional, kota ini menampung jumlah UMKM yang sangat besar dengan karakteristik dan tingkat pemahaman pajak yang beragam. Situasi ini diperumit oleh perubahan regulasi perpajakan yang cukup sering, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku UMKM. Rahayu (2019) mencatat bahwa banyak pelaku usaha mengalami kesulitan memahami regulasi perpajakan, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan (Fairuz et al., 2025). Selain faktor regulasi, aspek psikologis juga berperan. Tidak sedikit pelaku UMKM merasa terbebani dengan prosedur administratif yang dianggap rumit. Menurut Sari & Nugroho (2019) persepsi negatif terhadap penggunaan dana pajak oleh pemerintah turut menurunkan motivasi untuk taat membayar pajak (Burdah et al., 2025). Dengan demikian, permasalahan kepatuhan pajak UMKM di Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan, tetapi juga oleh persepsi dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan itu sendiri. 
Penelitian ini memiliki relevansi penting dalam konteks perkembangan industri saat ini, di mana pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan memperkuat sistem perpajakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemahaman mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM di Jakarta diharapkan mampu menghasilkan strategi yang efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak pada sektor tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Jakarta secara empiris. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kuantitatif mengenai hubungan antar variabel serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif bagi sektor UMKM. 
KAJIAN TEORI 
Teori kepatuhan (compliance theory) menjelaskan alasan dan faktor- faktor yang mendorong seseorang atau kelompok untuk taat pada aturan, hukum, maupun kewajiban tertentu. Dalam konteks perpajakan UMKM, teori kepatuhan digunakan untuk memahami sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajak secara benar, tepat waktu, serta sesuai ketentuan yang berlaku (Kofifah Setiyana, 2022). Menurut Fitria, D. (2017) bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami dan melaksanakan seluruh ketentuan perpajakan, baik dalam hal mendaftarkan diri, menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak (Noviyanti, 2025). Maka menurut Saad (2014) menjelaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kesadaran individu terhadap kewajiban pajak (Abdullah, 2022).
Teori planned of behaviour merupakan teori kepatuhan pajak berdasarkan sudut pandang psikologi atau perilaku. Teori ini dikemukakan oleh Ajzen (1991) pada penelitiannya, menyatakan bahwa niat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku untuk memenuhi wajib pajak tertentu yang ingin dilakukan. Perubahan UMKM sekarang berdasarkan teori ini dapat dianalisis menggunakan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (intention), sedangkan niat terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku UMKM, dikarenakan adanya informasi akan hal manfaat yang akan diperoleh pelaku UMKM apabila melakukan pembukuan. Jika pelaku UMKM telah menunbuhkan niat dalam diri, maka akan ada determinan sikap terhadap perilaku seseorang, sehingga orang tersebut akan mempunyai keyakinan dalam melakukan pembukuan laporan keuangan. Keyakinan ini berkaitan dengan norma subyektif yang akan membuat seseorang mendapatkan keyakinan dalam melakukan pembukuan untuk laporan keuangan usahanya (Alexandra & Triyani, 2021).
Kombinasi antara sikap yang semakin positif, norma subjektif yang mendukung, dan persepsi kontrol perilaku yang kuat membentuk niat pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Niat tersebut kemudian terwujud dalam perilaku nyata, seperti pemanfaatan platform digital, peningkatan profesionalisme pengelolaan usaha, serta keterlibatan aktif dalam program pembinaan dan formalitas usaha. Dengan demikian, perubahan UMKM saat ini mencerminkan pergeseran orientasi dari sekadar mempertahankan keberlangsungan usaha menuju upaya pengembangan dan keberlanjutan jangka panjang (Sulistiono & Wahyudin, 2024).
Sosialisasi merupakan salah satu sarana yang mempengaruhi kepribadian seseorang dimana individu maupun kelompok belajar melalui intreraksi tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana hasilnya dapat menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Septiani, dkk. 2013) dalam (Muhamad, 2019) (Hura & Kakisina, 2022). Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pengetian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan denga pajak (Vionita dan Kristanto, 2018), (Sandoko & Tjahjono, 2024). 
Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Menurut Penelitian (Rahayu, 2017) ialah pengetahuan perpajakan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan (Wujarso et al., 2020). 
Menurut Savitri (2021) Kesadaran wajib pajak adalah bentuk kepatuhan sukarela yang muncul karena pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak, baik sebagai sumber penerimaan negara maupun instrumen pembangunan (Maxuel & Primastiwi, 2021). Menurut Wardani & Rumiyatun (2019) kesadaran wajib pajak adalah sikap mental yang ditunjukkan oleh wajib pajak dengan memahami aturan, menghitung kewajiban, dan membayar pajak tepat waktu, tanpa harus diawasi secara ketat oleh fiskus (Hapsari & Ramayanti, 2022). Menurut Fitria, D. (2017) bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami dan melaksanakan seluruh ketentuan perpajakan, baik dalam hal mendaftarkan diri, menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak (Noviyanti, 2025). Maka menurut Saad (2014) menjelaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kesadaran individu terhadap kewajiban pajak (Abdullah, 2022). 
METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X₁), Pengetahuan Perpajakan (X₂), dan Kesadaran Wajib Pajak (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Objek penelitian adalah pelaku UMKM di Pasar Ular, Jakarta Utara. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi penelitian berjumlah 135 pelaku UMKM. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu memilih responden yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak UMKM yang memiliki usaha aktif di Pasar Ular dan telah menjalankan usahanya minimal satu tahun.
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Variabel independen yang diteliti meliputi sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Operasional variabel terdiri atas:
1. Sosialisasi Perpajakan (X₁) diukur melalui indikator penyampaian informasi perpajakan, intensitas sosialisasi, kemudahan memperoleh informasi, pemahaman materi sosialisasi, dan efektivitas media sosialisasi. 
2. Pengetahuan Perpajakan (X₂) diukur melalui pemahaman mengenai peraturan perpajakan, tarif pajak, tata cara perhitungan, pelaporan, pembayaran pajak, serta pengetahuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak.
3. Kesadaran Wajib Pajak (X₃) diukur melalui kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara, kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, serta tanggung jawab sebagai wajib pajak.
4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diukur melalui ketepatan waktu dalam membayar dan melaporkan pajak, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, kebenaran penghitungan pajak, serta konsistensi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 25 melalui beberapa tahapan, yaitu analisis statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (Adjusted R²) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak UMKM. 











HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Uji Validitas
[bookmark: _Toc227417287]Tabel 1. Uji Validitas
	Variabel
	No. Pernyataan
	Rhitung
	Rtabel
	Keterangan

	Sosialisasi Perpajakan (X1)
	X1.1
	0,665
	0,195
	VALID

	
	X1.2
	0,714
	0,195
	VALID

	
	X1.3
	0,595
	0,195
	VALID

	
	X1.4
	0,609
	0,195
	VALID

	
	X1.5
	0,621
	0,195
	VALID

	
	X1.6
	0,738
	0,195
	VALID

	Pengetahuan Perpajakan (X2)
	X2.1
	0,361
	0,195
	VALID

	
	X2.2
	0,685
	0,195
	VALID

	
	X2.3
	0,748
	0,195
	VALID

	
	X2.4
	0,691
	0,195
	VALID

	
	X2.5
	0,787
	0,195
	VALID

	
	X2.6
	0,799
	0,195
	VALID

	Kesadaran Wajib Pajak (X3)
	X3.1
	0,802
	0,195
	VALID

	
	X3.2
	0,775
	0,195
	VALID

	
	X3.3
	0,677
	0,195
	VALID

	
	X3.4
	0,769
	0,195
	VALID

	
	X3.5
	0,769
	0,195
	VALID

	
	X3.6
	0,712
	0,195
	VALID

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Y1
	0,539
	0,195
	VALID

	
	Y2
	0,624
	0,195
	VALID

	
	Y3
	0,666
	0,195
	VALID

	
	Y4
	0,526
	0,195
	VALID

	
	Y5
	0,637
	0,195
	VALID

	
	Y6
	0,739
	0,195
	VALID


Sumber : SPSS 25, Diolah Peneliti (2026)
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa uji validitas untuk instrumen penelitian ini memiliki nilai Rhitung > Rtabel (0,195). Dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid.
2. Uji Reliabilitas
[bookmark: _Toc227417288]Tabel 2. Uji Reliabilitas
	Variabel
	Cronbach
Alpha
	Kesimpulan

	Sosialisasi Perpajakan
(X1)
	0,729
	Reliabel

	Pengetahuan Perpajakan
(X2)
	0,775
	Reliabel

	Kesadaran Wajib Pajak
(X3)
	0,845
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak
(Y)
	0,685
	Reliabel


Sumber : SPSS 25, Diolah Peneliti (2026)
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas dapat ditunjukan dengan nilai Cronbach Alpha variabel Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,729, Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,775, Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,845, dan Kepatuhan Wajib Pajak 0,685. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, karena masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,60.
3. Uji Normalitas 
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov) 
	N
	
	
	100

	Normal Parametersa.b
	Mean
	
	,0000000

	
	Std. Deviation
	
	1,58016168

	Most Extreme Differences
	Absolute
Positive
Negative
	
	,126
,079
-,126

	Test Statistic
	
	
	,126

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	
	
	,000c

	Monte Carlo Sig. (2-tailed)
	Sig.
	,071d

	
	99% Confidence Interval
	Lower Bound
	,064

	
	
	Upper Bound
	,078


Sumber: SPSS (2025) 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pengujian one sample kolmogorov-smirnov didapatkan nilai signifikansi Monte Carlo.sig (2-tailed) sebesar 0,7 > 0,05. Maka dapat dijadikan kesimpulan bahwa terima H0 yang artinya sebaran residual berdistribusi normal. 
4. Uji Multikolinieritas 
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas
	Model
	1 (Constant)
	X1
	X2
	X3

	Unstandardized
B
	6,500
	,238
	,171
	,335

	Coefficients 
Std. Error
	1,550
	,082
	,087
	,086

	Standardized 
Coefficients Beta
	
	,248
	,204
	,403

	t
	4,195
	2,907
	1,968
	3,902

	Sig.
	,000
	,005
	,002
	,000

	Collinearity 
Tolerance
	
	,515
	,348
	,304

	Statistics
VIF
	
	1,943
	2,870
	3,287


  Sumber: SPSS (2025)  
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel X1 mendapatkan nilai tolerance sebesar 0,515 > 0,10 dan VIF 1,943 < 10, variabel X2 mendapatkan nilai tolerance sebesar 0,348 > 0,10 dan VIF 2,870 < 10, dan X3 mendapatkan nilai tolerance sebesar 0,304 > 0,10 dan VIF 3,287 < 10. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolienaritas antar variabel bebas. 
5. Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 5. Hasil Uji Glejser 
	Model
	1 (Constant)
	X1
	X2
	X3

	Unstandardized
B
	5,369
	-,016
	-,080
	-,077

	Coefficients 
Std. Error
	,991
	,052
	,056
	,055

	Standardized 
Coefficients Beta
	
	-,039
	-,221
	-,232

	t
	5,421
	-,311
	-1,435
	-1,407

	Sig.
	,000
	,757
	,154
	,163


Sumber: SPSS (2025) 
Berdasarkan gambar di atas, Uji Glejser menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,75, Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,15, dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi 0,16. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. 
6. Analisis Regresi Linear Berganda 
Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda    
	Model
	1 (Constant)
	X1
	X2
	X3

	Unstandardized
B
	6,500
	,238
	,171
	,335

	Coefficients 
Std. Error
	1,550
	,082
	,087
	,086

	Standardized 
Coefficients Beta
	
	,248
	,204
	,403

	t
	4,195
	2,907
	1,968
	3,902

	Sig.
	,000
	,005
	,002
	,000

	Collinearity 
Tolerance
	
	,515
	,348
	,304

	Statistics
VIF
	
	1,943
	2,870
	3,287


Sumber: SPSS (2025) 
Berdasarkan hasil tabel didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut ini : 
Y = 6,500 + 0,238X1 + 0,171X2 + 0,335X3
1. Nilai constant sebesar 6,500 menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) bernilai 0 atau tanpa ada pengaruh dari variabel bebas lainnya, maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) bernilai 6,500. Secara praktis, nilai tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat tingkat kepatuhan dasar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti kualitas pelayanan fiskus, kemudahan sistem administrasi perpajakan, kondisi ekonomi wajib pajak, maupun faktor regulasi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,238 yang berarti bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki peran pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan kata lain jika Sosialisasi Perpajakan ditingkatkan sebesar satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik pula sebesar 0,238 satuan dengan ketentuan variabel bebas lainnya dianggap bernilai constant atau dianggap tidak ada.  Secara praktis, koefisien ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas, intensitas, dan jangkauan sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sosialisasi yang dilakukan melalui penyuluhan,
3. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0,171 yang berarti bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki peran pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan kata lain jika Pengetahuan Perpajakan ditingkatkan sebesar satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik pula sebesar 0,171 satuan dengan ketentuan variabel bebas lainnya dianggap bernilai constant atau dianggap tidak ada. Secara praktis, koefisien ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, tarif pajak, prosedur pembayaran, pelaporan, serta sanksi perpajakan, maka kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan meningkat.
4. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki nilai koefisien sebesar 0,335 yang berarti bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki peran pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan kata lain jika Kesadaran Wajib Pajak ditingkatkan sebesar satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik pula sebesar 0,335 satuan dengan ketentuan variabel bebas lainnya dianggap bernilai constant atau dianggap tidak ada. Secara praktis, koefisien ini merupakan yang terbesar dibandingkan variabel independen lainnya, sehingga menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
7. Koefisien Determinasi 
Tabel 7. Koefisien Determinasi  
	Model
	R
	R-squared
	Adjusted R-suared
	Std. Error of The Estimate

	1
	,801a
	,641
	,630
	1,605


Sumber: SPSS (2025) 
Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,630 hal ini berarti 63% variasi variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan sisanya 37% dipengaruhi dari variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 




8. Uji Parsial (Uji t) 
Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t)  
	Model
	1 (Constant)
	X1
	X2
	X3

	Unstandardized
B
	6,500
	,238
	,171
	,335

	Coefficients 
Std. Error
	1,550
	,082
	,087
	,086

	Standardized 
Coefficients Beta
	
	,248
	,204
	,403

	t
	4,195
	2,907
	1,968
	3,902

	Sig.
	,000
	,005
	,002
	,000

	Collinearity 
Tolerance
	
	,515
	,348
	,304

	Statistics
VIF
	
	1,943
	2,870
	3,287


Sumber: Output SPSS (2025) 
a. Variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai thitung 2,907 > ttabel 1,660 dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
b. Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai thitung 1,968 > ttabel 1,660 dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
c. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai thitung 3,902 > ttabel 1,660 dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
9. Uji Simultan (F) 
Tabel 9. Hasil Uji Simultan (F) 
	Model
	
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regresion
	441,556
	3
	147,185
	57,161
	,000b

	
	Residual
	247,194
	96
	2,575
	
	

	
	Total
	688,750
	99
	
	
	


Sumber : Output SPSS 25 
Maka nilai Ftabel 2,70 dan signifikansi 0,000 < 0,050. Maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pada variabel Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

SIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Ular Wilayah Jakarta Utara, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi perpajakan yang diterima, semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki, dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat Theory of Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan kesadaran individu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor edukasi dan kesadaran memiliki peran penting dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus meningkatkan kualitas sosialisasi perpajakan, memperluas edukasi kepada pelaku UMKM, serta membangun kesadaran perpajakan melalui program yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya pada lingkungan pasar tradisional. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, digitalisasi perpajakan, atau kepercayaan kepada pemerintah agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Saran 
1. Bagi UMKM 
a. UMKM diharapkan untuk selalu bersosialisasi dalam perpajakan oleh petugas/aparat pajak, karena merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
b. UMKM diharapkan untuk selalu mengetahui tentang ketentuan terkait kewajiban perpajakan. 
c. UMKM diharapkan untuk mengetahui dalam pentingnya membayar pajak untuk mendukung fungsi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk masyarakat. 
2. Bagi Pemerintah 
a. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan yang lebih intensif, merata, dan berkelanjutan. 
b. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan program edukasi untuk memperluas Pengetahuan Perpajakan masyarakat dengan menyampaikan materi perpajakan secara sederhana, dan sesuai dengan kondisi wajib pajak. 
c. Pemerintah diharapkan mampu menumbuhkan Kesadaran Wajib Pajak melalui peningkatan yang transparansi pada pengelolaan pajak dan memberikan pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan menambahkan wawancara mendalam (in-depth interview) kepada responden, sehingga dapat menggali alasan di balik ketidakpatuhan pajak secara lebih komprehensif. 
b. Disarankan untuk memverifikasi kepemilikan NPWP melalui dokumen fisik (fotokopi NPWP) atau mengecek melalui sistem DJP untuk menghindari social desirability bias. 
c. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, insentif pajak, atau modernisasi sistem perpajakan (Coretax) yang saat ini sedang bergulir. 
d. Pengumpulan data sebaiknya dilakukan secara daring dan luring secara bersamaan, serta memperpanjang waktu pengumpulan data minimal 2-3 bulan untuk mendapatkan sampel yang lebih representatif. 
e. Disarankan untuk melakukan penelitian komparatif antar pasar tradisional di Jakarta Utara (misal: Pasar Ular vs Pasar Koja vs Pasar Teluk Gong) untuk melihat perbedaan tingkat kepatuhan berdasarkan karakteristik masing-masing pasar. 
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